BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : |40/ 440 TAUN 2@

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA CAMAT UNTUK MEMANDU PENGUCAPAN
SUMPAH /JANJI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa anggota
BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu mendelegasikan wewenang kepada Camat
untuk memandu pengucapan Sumpah/Janji Anggota Badan
Permusyawaratan Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
255);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang

Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Mendelegasikan Wewenang kepada Camat untuk Memandu
Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Badan Permusyawaratan
Desa sesuai wilayah kerjanya masing-masing,

Camat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang wilayah
kerjanya terdapat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, Camat wajib menyampaikan laporan dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Septembor ani®

k UPATI SUKOHARJO,

?/WARDOYO WIJAYA

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

3



. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah  Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

- Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Polittk  Kabupaten  Sukoharjo  di
Sukoharjo;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah  Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Camat se Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.




